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PROVIlfSI LAMPVNG 

PERATURAN BUPATI LAMPURG SELATAN 
NO.MOR f 2> TABVN 2016 

TENTAlfG 
PBRUBABAN PERTAMA AT.AS PERATURAlt BUPATI 

NOMOR 4 TAHUN 2106 TENTANG TATA CARA PEllBAGIAJI, 
PENYALURAlf, PENGGUNAAlf, PEMAllTAU.Alf D.Alf BVALUASI ALOKASI 

DAlfA DESA (ADD) DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 
ANGGARAN 2016 

DERGAH· RAHKAT TUHAR YABG MAHA BSA 

BUPATI LAMPU!fG SELATAN, 
a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata 
Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, 
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, perlu meninjau 
kembali Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
tatacara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan , 
Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) Di 
Kabupaten Larnpung Selatan ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Pertama Atas 
Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata 
Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan 
dan Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten 
Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 ; 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 
1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, 
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja 
dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

BU PAT I LAM PUNG SELATAN 



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republic 
Indonesia Nomor 5495); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah cliubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5694); 

11. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 288); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
1934); 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, 
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
478); 



(1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui 
pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah 
ke Rekening Kas Umum Desa. 

(2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap 
meliputi: 
a. tahap I pada bulan Maret sebesar fiOO/o {enam puluh 

persen); 
b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 400/o (empat puluh 

persen). 

Pasal 7 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung 
Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian, 
Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi 
Dana Desa {ADD) di Kabupaten Lampung Se1atan Tahun 
Anggaran 2016 diubah sebagai berikut: 
Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal I 

MEMUTUSKAll : 
PERUBABA!f PERT.AMA ATAS PERATURAlf BUPATI 
NOMOR 4 TAllUlf 2016 TENT.ANG TATA CA.RA 
PEMBAGIAN, PENYALURAN, PE1'GGU1'AAK, PEllA1'TAUA1' 
DAN EVALUASI ALOKASI DANA DESA. (ADD) DI 
KABUPATBK LAllPUllG SELATAK T.AllUll AKGGARAll 
2016. 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kiabupaten Lampung Selatan Nomor 1 
Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Dearah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 ); 

1 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 
Tahun 2015 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 
2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Se1atan Nomor 9); 

18. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, 
Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) di 
Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 
(Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 
Nomor 52). 

Menetapkan 



BERITA DAERAH KABUPATEK LAMPUNG SELAT.Alf TABUll 2016 NOllOR 

Diundangkan di Kalianda 
pada tanggal 1 A-fv"( L 2106 

Pj. SBKRETARIS D KABUPATEB LAllPUifG SBLATAll, 

ZAINUDIN llASAN 

Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal '7 {)rfV'\' l 2016 

BUPATI LAllPUKG SELATAll, 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selat.an. 

Pasal II 

(3) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I dilakukan setelah 
Kepala Desa menyampaikan : 
a. Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati; 
b. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa 

tahun anggaran sebelumnya; 
c. Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa dan 

laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a dan b kepada Bupati Cq. Kepala BPMD 
melalui Cam.at paling lambat minggu ke-2 (dua) bulan 
Februari. 

(4) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II dilakukan setelah 
Kepala Desa menyampaikan: 
a. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap 

I kepada Bupati; dan 
b. proposal permintaan ADD Tahap II 

(5) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan 
Alokasi Dana Desa ta.hap I dan Proposal Permintaan 
Tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada 
Bupati Lampung Selatan Cq. Kepala Badan 
Pemberdayaan Masyarakat melalui Camat. 

(6) Rincian Alokasi Dana Desa yang diterima Desa setiap 
ta.bun dianggarkan dalam APBDesa. 


